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PUTUSAN
Nomor 3470/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

S 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cikupa
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "Penggugat”;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cigudeg
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam
register Nomor: 3470/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2013 di hadapan
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam
Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: ***/***/X|/2013 tanggal 15
November 2013

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama di Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
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3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri Sudah
dikaruniai 1 Orang anak Anak 1 (L) 4 Tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada April tahun 2014,
rumah tangga mulai dirasakan goyah kembali yang disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut:

a. Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus terjadi;
b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai
puncaknya terjadi kurang lebih pada 15 Februari tahun 2015, hingga kini
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti
layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan
rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk
membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah
tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat
beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat(Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
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3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir sendiri, sedangTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut
relaas panggilan nomor 3470/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 21 Agustus
2018dan tanggal 17September 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
36031856079####H#, tertanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh
PemerintahKabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***[X]/2013 tertanggal 15
November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren,Kabupaten Tangerang. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-
saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 3470/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang
dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di
bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugatkarena
saksi adalah bapak kandungPenggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri
sah yang telah menikah pada tahun 2013di Wilayah Kantor Urusan
Agama Pondok Aren, KabupatenTangerang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir tinggal di Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang
ditumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
seorang anak yang bernama Anak 1(L) umur 4 tahun berada dalam
asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun
sejak bulan April 2014rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksipernah melihatPenggugat dan Tergugat
bertengkarbahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan anaknya sehinggaantara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak adakomunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
tahun 2015 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya
suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

- Bahwa saksisebagai adik kandungdan pihak keluargasudah berusaha
menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 3470/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

2. Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang
dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di
bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugatkarena
saksi adalah tetanggaPenggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri
sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir tinggal di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
ditumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
seorang anak yang bernama Anak 1 (L) umur 4 tahun berada dalam
asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui tentang rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tetapi menurut cerita Penggugat pada
awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak
bulan April 2014rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksitidak pernah melihatPenggugat dan Tergugat bertengkar
tetapi hanya mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat tentang
rumah tangganya;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak adakomunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
tahun 2015 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya
suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

- Bahwa saksidan pihak keluargasudah berusaha menasihati dan
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mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan

rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas,
Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian
Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya
untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatsebagaimanat
elahdiuraikan di atas;

Menimbang,bahwaupayamediasitidakdapatdilaksanakansebagaimana
diaturdalamPeraturanMahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun
2016karenaTergugattidakpernahhadir  dipersidangan. Meskipundemikian,
MajelisHakimtelahberusahadengansungguh-sungguhmenasehatiPenggugat
di persidangan agar
mengurungkanniatnyauntukberceraisebagaimanadiamanatkanPasal 31
PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang

Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita
point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah
sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus
dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in
judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh
Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai
berikut:

- Kurang lebih sejak April 2014Terjadi Pertengkaran dan Perselisihan terus
menerus terjadiketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat Sering Terjadi
Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus terjadi dan Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir;

- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah
sejak 15 Februari tahun 2015hingga kini antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidak hadirannya tersebut
bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan
terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
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maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan
kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di
persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya
membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak adakomunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan
keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi
sejak bulan tahun 2015dan sejak berpisah tersebut sudah tidak ada lagi
hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi
dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta
keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu
dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan
Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat
diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan
dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang
berkepanjangan sejak bulan April 2014 sampai sekarang;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisinan antara Penggugat dan Tergugat
tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan
bathin dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakomunikasi;

- Bahwa puncaknya akibat dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan
tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat danTergugat;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'l
dari Kitab Fighus SunnahJuz Il halaman 290 yang diambilalih menjadi
pendapat majelis yang berbunyi:

o o la)Ladlge aiislsle

£ glogllioliyg szl lolgrgoadllayYlaosl 3, YIS o7 o 181 yiclglazm g 3l ainy
aislaslb sl lagin> VoY linuo sl
Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka

hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut
di atas,
makagugatanPenggugatdinilaiberalasanmenuruthukumdantidakmelawanhak
sertatelahmemenuhiunsuralasanperceraian yang termuatdalamPasal 19
huruf (f) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasall34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwaTergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana
ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah,
berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa
yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.
Kiagus Ishak, ZA. dan Drs. H. A. Syuyuti., M.Sy. sebagai hakim-hakim
anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta
Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, ZA.Drs. H. A. Syuyuti., M.Sy.
Panitera Pengganti
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Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :
. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

[EY

2. Biaya ATK Perkara - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 509.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 600.000,-

(enam ratus ribu rupiah)
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